
BUPATI KATINGAN 
PROVINS! KALIMANTAN TENGAH 

PERATURAN BUPATI KATINGAN 
NOMOR 26 TAHUN 2017 

TENTANG 

POLA HUBUNGAN KERJA, JALUR KOORDINASI, HARMONISASI, SINKRONISASI 
DAN KONSULTASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 

KABUPATEN KATINGAN 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KATINGAN, 

a. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap peraturan 
perundang-undangan serta meningkatkan efektivitas dan 
menciptakan sinergitas pelaksanaan tugas 
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di 
Kabupaten Katingan, maka perlu dilakukan penyesuaian 
terhadap Jalur Koordinasi, Harm.onisasi, Sinkronisasi dan 
Konsultasi dalam pelaksanaan tugas program dan 
kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan Pemerintah 
Kabupaten Katingan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Pola Hubungan Kerja, Jalur Koordinasi, Harmonisasi, 
Sinkronisasi dan Konsultasi dalam penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten Katingan; 

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang 
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, 
Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten 
Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten 
Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi 
Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4180); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 , Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
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Menetapkan 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5234); 

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 6. Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5494); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerinlahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tenta.ng Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8 . Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Ka.tingan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 65, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 35). 

12. Peraturan Bupati Katingan Nomor 39 Tahun 2009 tentang 
Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Wakil 
Bupati (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2009 
Nomor 39); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG JALUR KOORDINASI, 
HARMONISASI, SINKRONISASI DAN KONSULTASI DALAM 
PENYELENGGARMN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN 
KATINGAN. 
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BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peratu.ran Bupati ini yang dima.ksudkan dengan : 

1 . Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh 
Pemerintah Daerah dan Dewan Petwa.kilan Rakyat Daerah menurut asas 
otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945. 

2 . Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Daerah Otonom. 

3. Kabupaten adalah Kabupaten Katingan. 

4 . Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Katingan. 

5 . Bupati adalah Bupati Katingan. 

6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Katingan. 

7 . Stai Ahli adalah Staf Ahli Bupati Katingan. 

8 . Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan. 

9. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan. 

10. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan. 

11. Pola Hubungan Kerja adalah bentuk hubungan pelaksanaan kerja antar 
lembaga dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 

12. Jalur Koordinasi adalah pola tata hubungan kerja antar Perangkat Daerah 
Kabupaten Katingan dan instansi vertikal/BUMN/BUMD, dalam rangka 
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Katingan. 

13. Hannonisasi adalah tata hubungan kerja dalam upaya menyelaraskan 
program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 
berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing Perangkat Daerah 
Kabupaten Katingan. 

14. Sinkronisasi adalah tata hubungan kerja dalam upaya menyinkronkan atau 
menyesuaikan program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan 
pembangunan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing 
Perangkat Daerah Kabupaten Katingan. 

15. Konsultasi adalah tata hubungan kerja dalam upaya opti.malisasi 
pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Katingan 
berdasarkan tugas pokok dan fungsinya yang dilakukan berdasarkan saran, 
arahan dan petunjuk dari Bupati/Wakil Bupati dan atau Sekretaris Daerah 
sebagai koordinator penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 
pembangunan di Kabupaten Katingan, baik secara langsung kepada 
pimpinan daerah maupun melalui pejabat yang betwenang sesuai jenjang 
hirearki yang diberikan pelimpaban kewenangan untuk memberikan saran, 
arahan dan petunjuk kepada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten 
Katingan. 

16. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah unsur 
pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten. 
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17. Kepala OPD adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten 
Katingan. 

18. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Ka tingan. 

19. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Katingan. 

20. Inspektur adalah lnspektur Kabupaten Katingan. 

21. Dinas adalah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan 

22. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas di Linglrungan Pemerintah Ka bu paten 
Katingan. 

23. Badan adalah Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan. 

24. Kepala Badan adalah Kepala Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Katingan. 

25. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Daerah di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Katingan. 

26. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Daerah di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Katingan. 

2 7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah 
Kabupaten Katingan; 

28. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten 
Katingan dalam wilayah kerja Kecamatan; 

29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Katingan yang 
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Katingan dan 
DPRD Kabupaten Katingan, cl.an ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

30. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat 
RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 
20 (dua puluh) ta.bun. 

31. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya 
disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 
(lima) tahun. 

32. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD 
adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) 
tahun. 

33. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat 
Musrenbang adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana 
pembangunan Daerah. 

BAB Il 
KEDUDUKAN, TUGAS. DAN WEWENANG 

Bagian Kesatu 
Sekretariat Daerah 

Pasal 2 

(1) Sekretariat Daerah adalah unsur pembantu pimpinan Pemerintah Daerah 
yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah Bupati 
dan bertanggung jawab kepada Bupati. 
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(2) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas 
membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelengaraan 
pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, organisasi dan tatalaksana 
sert.a memberikan pela.yanan administratif kepada ::,eluruh pcrangkat 
daerah. 

Bagi.an Kedua 
Dinas 

Pasal 3 

(1) Dinas adalah unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh Kepala 
Dinas, berkedudukan di bawah Bupati dan bertanggung jawab kepada 
Bupati sebagai Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. 

(2) Dinas daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten. 

Bagian Ketiga 
Badan 

Pasal 4 

( 1) Badan adalah unsur pendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah 
yang dipimpin oleh Kepala Badan, berkedudukan di bawah Bupati dan 
bertanggung jawab kepada Bupati sebagai Kepala Daerah melalui Sekretaris 
Daerah. 

(2) Sadan mempunyai tugas membantu kepala daerah melaksanakan fungsi 
penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah 
Ka bu paten. 

Bagian Keempat 
Inspektorat 

Pasal 5 

(I) Inspektorat adalah unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah 
yang dipimpin oleh Inspektur, berkedudukan di bawah Bupati dan 
bertanggung jawab kepada Bupati sebagai Kepala Daerah dan secara teknis 
administratif dibina oleh Sekretaris Daerah. 

(2) Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pembinaan 
terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten, 
Kecamatan, Desa/ Kelurahan. 

Bagi.an Kelima 
Staf Ahli 

Pasal 6 

(1) Staf Ahli adalah unsur pembantu Bupati. 

(2) Staf Ahli berkedudukan sebagai pembantu Bupati dalam memberikan 
rekomendasi terhadap isu-isu strategis serta telaahan terhadap masalah 
pemerintahan daerah. 
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Bagian Keenam 
Rurnah Sakit 

PasaJ 7 

(1) Rumah Sa.kit adalah Unsur Pelaksana Teknis Daerah atau unsur penunjang 
Pemerintah Daerah. 

(2) Rumah Sa.kit mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan secara 
berdaya guna dengan mengutamakan penyembuhan penderita, pemulihan 
yang dilaksanakan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan 
sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. 

Bagian Ketujuh 
Unit Pelaksana Teknis 

Pasal 8 

(1) Unit Pelaksana Teknis adalah Organisasi yang melaksanakan kegiatan 
teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada dinas 
atau badan daerah. 

(2) Unit Pelaksana Teknis melaksanakan sebagian teknis operasional atau 
kegiatan teknis penunjang Dinas atau Badan. 

BAB III 
POLA HUBUNGAN KERJA 

Bagian Kesatu 
Antar Perangkat Daerah 

Paragraf 1 
Sekretariat Daerah dengan Dinas 

Pasal 9 

(1) Sekretariat Daerah mengoordinasikan seluruh pelaksanaan tugas-tugas 
Dinas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah, administrasi, 
organisasi dan tatalaksana serta pembinaan aparatur. 

(2) Dalam peyelenggaraan pemerintahan Daerah, Sekretariat Daerah 
memberikan dukungan pelayanan administratif dan fasilitatif kepada Dinas­
Dinas sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing. 

(3) Sekretaris Daerab meminta laporan pertanggungjawaban pelaksanaan 
tugas-tugas Dinas dalam rangka penilaian kinerja dan sebagai bahan 
pertanggungjawaban Bupati. 

(4) Dinas-Dinas dalam pelaksanaan tugasnya wajib berkoordinasi dengan 
Sekretariat Daerah. 

(5) Dinas-Dinas berkewajiban menyampaikan laporan realisasi pertanggung­
jawaban pelaksanaan tugas-tugas Dinas kepada Bupati melalui Sekretaris 
Daerah, dikoordinasikan oleh Asisten yang membidangi dalam rangka 
penilaian kinerja dan sebagai bah.an pertanggungjawaban. 

Paragraf 2 
Sekretariat Daerah dengan Badan dan Ru.mah Sakit 

Pasal 10 

(1) Sekretariat Daerah mengoordinasikan seluruh pelaksanaan tugas-tugas 
Badan dan Rumah Sakit dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan 
Daerah, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta pembinaan aparatur. 
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(2) Dalam peyelengaraan pemerintahan Daerah1 Sekretariat Daerah 
memberikan dukungan pelayanan administratif dan fasilitatif kepada Badan 
dan Ru.mah Sakit sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing- masing. 

(3) Sekretaris Daerah meminta laporan pertanggungjawaban pelaksanaan 
tugas-tugas Badan dan Rumah Sa.kit dalam rangka penilaian kinerja dan 
se bagai bahan pertanggungjawaban Bupati. 

(4) Badan dan Rumah Sa.kit berkewajiban menyampaikan laporan realisasi 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi1 dekonsentrasi 
dan tugas pembantuan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, 
dikoordinasikan oleh Asisten yang membidangi dalam rangka penilaian 
kinerja dan sebagai bahan pertanggungjawaban. 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

Paragraf 3 
Inspektorat dengan OPD 

Pasal 11 

Inspektorat sesuai tugas pokok dan fungsinya melakukan pengawasan dan 
pembinaan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah 
Kabupaten1 Kecamatan, Desa/ Kelurahan. 

lnspektorat menyusun perencanaan program pengawasan. 

Inspektorat memerumuskan kebijakan dan fasilitas pengawasan. 

Inspektorat melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan 
urusan pemerintahan di daerah kabupaten. 

Inspektorat melaksanakan review laporan keuangan Pemerintahan Daerah 
dan evaluasi kinerja. 

Inspektorat melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, penilaian 
dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah 
kabupaten. 

OPD wajib memberikan data, informasi dan keterangan-keterangan yang 
diperlukan dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pemerintahan 
daerah sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan. 

OPD berkewajiban untuk melaksanakan tindak lanjut setiap hasil 
pengawasan oleh Inspektorat. 

Guna meningkatkan efektififitas 
pemerintahan daerah, lnspektorat dan 
menerapkan komunikasi, konsultasi dan 
pengawasan dan pemeriksaan. 

Paragraf 4 

pengawasan penyelenggaraan 
OPD lainnya membangun dan 
koordinasi pelaksanaan kegiatan 

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dengan OPD 

Pasal 12 

( 1) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas 
membantu Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan 
manajemen Aparatur Sipil Negara Daerah di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten. 

(2) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan melaksanakan perencanaan 
dan pengembangan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan di daerah. 

(3) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan melaksanakan penyiapan 
kebijakan teknis pengembangan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan di 
daerah. 
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(4) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan melaksanakan seleksi 
pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan dan pemberhentian Aparatur 
Sipil Negara daerah. 

(5) Badan Kepegawaian, Penclidikan clan Pelatihan melaksanakan Pelayanan 
administrasi kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan dan 
pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural dan fungsional. 

(6) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan melaksanakan Penyiapan 
dan penetapan proses pensiun Aparatur Sipil Negara daerah. 

(7) Badan Kepegawaian, Pendjdikan dan Pelatihan melaksanakan Pengelolaan 
sistem informasi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan di daerah. 

(8) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan menyampaikan informasi 
kepegawaian daerah kepada Badan Kepegawaian Negara. 

(9) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan membangun dan 
menerapkan komunikasi, konsultasi, koordinasi clan sinkronisasi serta 
kerjasama informasi secara efektif dalam menunjang pelaksanaan 
manajemen kepegawaian daerah. 

Paragaraf 5 
Dinas Kesehatan dan Ru.mah Sak.it 

Pasal 13 

(1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam 
melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang kesehatan sesuai 
dengan kebijakan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang­
Undangan yang berlaku. 

(2) Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas melaksanakan pelayanan 
kesehatan secara berdaya guna dengan mengutamakan penyembuhan 
penderita, pemulihan yang dilaksanakan serta pencegahan dan 
melaksanakan upaya rujukan sesuai dengan Peraturan Perundang­
Undangan yang berla.ku .. 

(3) Rumah Sa.kit Daerah melaksanakan analisis kebutuhan tenaga teknis 
kesehatan berdasarkan klasifikasi, beban kerja dan kompetensi yang 
diperlukan oleh rum.ah sakit daerah. 

(4) Dinas Kesehatan menetapkan kebutuhan tenaga teknis kesehatan 
berdasarkan masukan dari rumah sakit daerah. 

(5) 

(6) 

(7) 

Dinas Kesehatan menyampaikan data dan informasi yang berkaitan dengan 
teknologi pelayanan kesehatan sesuai perkembangan informasi dan 
teknologi pelayanan kesehatan. 

Rumah Sakit Daerah menyampaikan informasi perkembangan pelayanan 
kesehatan pada rumah sakit daerah sebagai bagian informasi pembangunan 
kesehatan daerah, dengan menyampaikan tembusan laporan yang berkaitan 
dengan operasionalisasi pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah. 

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pembangunan kesehatan daerah, 
Dinas Kesehatan dan Rum.ah Sakit Umum Daerah membangun dan 
menerapkan komunikasi, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi serta 
kerjasama informasi yang efektif sesuai kewenangan, tugas pokok dan 
fungsinya. 
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Paragraf 6 
Dinas dengan Dinas 

Pasal 14 

( 1) Dinas-Dinas di dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan kewenangannya 
masing-masing wajib saling berkoordinasi, membangun komunikasi dan 
mengembangkan kerjasama informasi. 

(2) Dinas-Dinas yang memiliki kedekatan fungsi dan/ atau kegiatan serumpun, 
wajib membina hubungan kerja sama yang bersifat fungsional. 

(3) Dinas-Dinas yang tidak memi1iki kedekatan fungsi dan/atau bukan kegiatan 
serum.pun wajib membina hubungan kerjasama yang bersifat instansional 
dan lintas sektoral. 

Paragraf 7 
Badan dengan Badan 

Pasal 15 

(1) Badan-Badan di dalam pelaksanaan tu.gas sesuai dengan kewenangannya 
masing-masing wajib saling berkoordinasi, membangun komunikasi dan 
mengembangkan kerjasama informasi. 

(2) Badan-Badan yang memiliki kedekatan fungsi dan/ atau kegiatan 
serumpun, wajib membina hubungan kerja sama yang bersifat fungsional. 

(3) Badan-Badan yang tidak memiliki kedekatan fungsi dan/ atau bukan 
kegiatan serumpun wajib membina hubungan kerjasama yang bersifat 
instansional dan lintas sektoral. 

Paragraf 8 
Dinas/Badan dengan Unit Pelaksana Teknis 

Pasal 16 

(1) Dinas/Badan melaksanakan pembinaan, pengendalian dan evaluasi 
terhadap pelaksanaan tu.gas Unit Pelaksana Telmis di lingkungan masing­
masmg. 

(2) Unit Pelaksana Teknis melaksanakan tugas-tugas yang dilimpahkan oleh 
Dinas/Badan terkait dengan penuh tanggung jawab sesuai ketentuan yang 
berlaku. 

(3) Unit Pelaksana Teknis berkewajiban untuk menyampaikan laporan 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada 
Dinas/Badan terkait sesuai ketentuan yang berlaku. 

BAB IV 
JALUR KOORDINASI, HARMONISASI, SINKRONISASI, DAN KONSULTASI 
INSTANSI VERTIKAL/DINAS/BADAN/ KANTOR/BAGIAN/BUMN/ BUMD 

DENGAN STAF AHLI BUPATI KABUPATEN KATINGAN 

Pasal 17 

(1) Instansi Vertikal/Dinas/Badan/ Bagian, dan BUMN/BUMD, serta unsur Staf 
maupun unsur Lini, dalam melaksanakan tugas program dan kegiatan yang 
berkaitan dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Katingan, harus 
melakukan koordinasi, harmonisasi, sinkronisasi dan konsultasi dengan 
Bupati Katingan melalui Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Pemerintahan dan 
Politik, adalah sebagai berikut: 
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a) Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan. 
b) Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah 

Kabupaten katingan. 
cJ Bagian Organisasi Sekretartat Daerah Kabupaten Katingan. 
d) Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan. 
e) Bagian Humas dan Informasi Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan. 
ij Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan. 
g) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. 
h) Inspektorat .Kabupaten Katingan. 
i) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Katingan. 
j) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Katingan. 
k) Kejaksaan Negeri Katingan 
1) Pengadilan Negeri Katingan 
m) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Katingan. 
n) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan. 

(2) Instansi Vertikal/Dinas/Badan/ Bagian, dan BUMN /BUMD serta unsur Staf 
maupun unsur Lini, dalam melaksanakan tugas program dan kegiatan yang 
berkaitan dengan kebijakan Kabupaten Katingan hams melakukan 
koordinasi, harmonisasi, sinkronisasi dan konsultasi dengan Bupati melalui 
Staf Ahli Bupati Bidang Kesejahteraan dan Sumber Daya Manusia, adalah 
sebagai berikut : 

a) Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah 
Kabupaten Katingan 

b) Bagian Perekonomian Sekretariat daerah Kabupaten Katingan 
c) Bagi.an Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah 

Kabupaten Katingan 
d) Bagi.an Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan 
e) Bagi.an Perpustakaan dan Arsip Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan 
D Bagi.an Keuangan dan Tata Usaha Pimpinan Sekretariat Daerah 

Kabupaten Katingan 
g) Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan 
h) Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan 
i) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten 

Katingan 
j) Dinas Sosial Kabupaten Katingan 
k) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Katingan 
1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Katingan 
m) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Katingan 
n) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Katingan 
o) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Katingan 
p) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 

Kabupaten Katingan 
q) Rumah Sakit Umum Daerah Kasongan 
r) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Katingan 
s) Badan Narkotika Nasional Kabupaten Katingan 
t) BPJS 
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(3) Instansi Vertikal/ Dinas/ Badan/ Kantor/ Bagian, dan BUMN/ BUMD serta 
unsur Staf maupun unsur Lini, dalam melaksanakan tugas program dan 
kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan Kabupaten Katingan harus 
melakukan koordinasi, harmonisasi, sinkronisasi dan konsultasi dengan 
Bupati melalui Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan 
Pembangunan, adalah sebagai berikut : 

a) Bagian Pembangunan dan Infrastruktur Sekretariat Daerah Kabupaten 
Katingan. 

b) Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan. 
c) Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan. 
d) Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan. 
e) Bagian Keuangan dan Tata Usaha Pimpinan Sekretariat Daerah 

Kabupaten Katingan 
f) Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan. 
g) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten 

Katingan. 
h) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten 

Katingan. 
i) Dinas Perumaban, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten 

Katingan. 
j) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 

Kabupaten Katingan. 
k) Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan. 
1) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan. 
m) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 

Katingan. 
n) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan 

Kabupaten Katingan. 
o) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan. 
p) Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah. 
q) Perbankan di Kabupaten Katingan. 

Pasal 18 

Jalur koordinasi, harmonisasi, sinkronisasi dan konsultasi sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 17, merupakan hubungan tata kerja dalam rangka 
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari para Staf Ahli Bupati sesuai bidang, 
yang harus dilaksanakan secara fungsional oleh Instansi Vertikal/ 
Dinas/ Badan/ Kantor/ Bagian/ BUMN/ BUMD di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Katingan Sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian 
yang tidak terpisahkan dari Pera turan Bupati ini. 

BABV 
JALUR KOORDINASI, HARMONISASI, SINKRONISASI, DAN KONSULTASI 
INSTANSI VERTIKAL/ DINAS/ BADAN/ BAGIAN/ BUMN/ BUMD DENGAN 

ASISTEN SEKRETAR1S DAERAH KABUPATEN KATINGAN 

Pasal 19 

(1) lnstansi Vertikal/ Dinas/ Badan/ Bagian, dan BUMN/ BUMD, serta unsur Staf 
maupun unsur Lini, dalam melaksanakan tugas program dan kegiatan yang 
berkaitan dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Katingan, maka harus 
melakukan koordinasi, harmonisasi, sinkronisasi dan konsultasi dengan 
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Bupati Katingan melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 
Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan, adalah sebagai berikut : 

a) Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah 
Kabupaten Katingan. 

b) Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah 
Kabupaten Katingan. 

c) Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan. 
d) Bagian Humas dan lnformasi Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan. 
e) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan. 
f) Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan. 
g) Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan. 
h) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian 

penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Katingan. 
i) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Katingan. 
j) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten 

Katingan. 
k) Dinas Sosial Kabupaten Katingan. 
1) Dinas Trasmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Katingan. 
m) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Katingan. 
n) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan. 
o) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Katingan. 
p) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Katingan. 
q) Ru.mah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar Kasongan. 
r) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Katingan. 
s) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan. 
t) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Katingan. 
u) Badan Narkoti.ka Nasional Kabupaten Katingan. 
v) BPJS. 

(2) Instansi Vertikal/Dinas/Badan/ Kantor/ Bagian dan BUMN/ BUMD serta 
unsur Staf maupun unsur Lini, dalam melaksanakan tugas program dan 
kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan Kabupaten Katingan harus 
melakukan koordinasi, harmonisasi, sin.kronisasi dan konsultasi dengan 
Bupati melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah 
Kabupaten Katingan, adalah sebagai berikut: 

a) Bagian Pembangunan dan Infrastruktur Sekretariat Daerah Kabupaten 
Katingan. 

b) Bagian Perekonomian Sekretaria t Daerah Kabupaten Katingan. 
c) Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan. 
d) Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan. 
e) Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan. 
f) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 

Kabupaten Katingan. 
g) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 

Katingan. 
h) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan. 
i) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten 

Katingan. 
j) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten 

Katingan. 
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k) Dinas Komunilcasi lnformatika, Persandian dan Statistik Kabupaten 
Katingan. 

1) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan 
Kabupaten KaUngan. 

m) Badan Usaha Milik Negara/Sadan Usaha Milik Daerah. 
n) Perbankan di Kabupaten Katingan. 

(3) 1nstansi Vertikal/Dinas/Badan/Bagian, SUMN/BUMD serta unsur Staf 
maupun unsur Lini yang melaksanakan tugas berkaitan dengan kebijakan 
Pemerintah Kabupaten Katingan, harus melakukan koordinasi, 
harmonisasi, sinkronisasi dan konsultasi dengan Bupati melalui Asisten 
Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan, adalah sebagai 
berikut: 

(1) 

(2) 

(3) 

(1) 

(2) 

a) Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan. 
b) Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan. 
c) Bagian Perpustakaan dan Arsip Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan. 
d) Bagian Keuangan dan Tata Usaha Pirnpinan Sekretariat Daerah 

Kabupaten Katingan. 
e) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Katingan. 
f) Inspektorat 

g) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan. 

Pasal 20 

Jalur Koordinasi, Harmonisasi, Sinkronisasi dan Konsultasi sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 19, merupakan hubungan tata kerja dalam rangka 
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari para Asisten Sekretaris Daerah 
sesuai bidang, yang harus dilaksanakan secara fungsional oleh lnstansi 
Vertikal/ Dinas/ Sadan/ Kantor/ Bagian/BUMN/BUMD di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Katingan, sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran 11 sebagai bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Instansi Vertikal /Dinas /Badan/Kantor/Bagian/BUMN/BUMD di Jajaran 
Pemerintah Kabupaten Katingan dalam melaksanakan tugas yang berkaitan 
kebijakan Pemerintah Kabupaten Katingan yang bersifat sangat prinsipil 
dan mendesak, dapat melakukan koordinasi, harmonisasi, sink:ronisasi dan 
konsultasi secara langsung kepada Bupati/Wakil Bupati Katingan maupun 
Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan. 

Naskah dinas yang akan ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati Katingan 
dan Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan, harus di lakukan paraf 
koordinasi Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian tak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

BABVl 
STAF AHLI 

Pasal 21 

Staf Ahli berkedudukan sebagai pembantu Bupati dalam memberikan 
rekomendasi terhadap isu-isu strategis serta telaahan terhadap masalah 
pemerintahan daerah. 

Staf Ahli dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh Sekretaris 
Daerah. 
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(3) Dalam pelaksanaan tugasnya, Staf Ahli mempunyai wewenang untuk 
melakukan konsultasi koordinatif dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah 
sesuai dengan bidang tugas dan tanggungjawabnya. 

(4) Konsultasi koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk mencari 
masukan, pertimbangan dan referensi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah 
dalam rangka pemberian saran, pendapat dan pertimbangan kepada Bupati 
sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya. 

BABVIl 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 22 

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Katingan Nomor 40 
Tahun 2009 tentang Jalur Hubungan Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan dengan Asisten Sekretaris Daerah 
Kabupaten Katingan (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2009 Nomor 40) 
clicabut dan dinyatakan tidak berlalru. 

Pasal 25 

Peratu.ran Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan. 

Ditetapkan di Kasongan 
pada tanggal, 11 September 2017 

BUPATI KATINGAN, 

Diundangkan di Kasongan 
pada tan al, 12 September 2017 

RAH KABUPATEN KATINGAN, 

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 371 NOMOR 
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LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI KATINGAN 

NO. 
1 

1. 

2. 

NOMOR : 26 Tahun 2017 

TANGGAL : Di retapkan t 11 September 201 ? Di Undangkan : 12 Septemb er 2017 

JALUR KOORDINASI, HARMONISASI, SINKRONISASI DAN KONSULTASI 
LNSTANSI VERTIKAL/DINAS/BADAN/KANTOR/BAGIAN/BUMN/BUMD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN 

DENGAN STAF AHLI BUPATI KATINGAN 

STAF AHLI 
2 

Staf Ahli Bupati 
Bidang 
Pemerin tahan, 
Hulrum dan 
Politik. 

Staf Ahli Bupati 
Bidang 
Kesejahteraan 
dan Sumber 
Daya Manusia. 

BAGIAN 
3 

1. Bagi.an Pemerintahan 
dan Otonomi Daerah 
Sekretariat Daerah 
Kabupaten Katingan. 

2 . Bagian Hukum 
Sekretariat Daerah 
Kabupaten Katingan. 

3. Bagian Organisasi 
Sek:retariat Dae rah 
Kabupaten Katingan. 

4. Bagian Umum 
Sek:retariat Dae rah 
Kabupaten Katingan. 

5. Bagian Hu.mas dan 
lnformasi Sekretariat 
Daerah Kabupaten 
Katingan. 

1. Bagian Kesejahteraan 
Rakyat dan 
Kemasyarakatan 
Sekretariat Daerab 
Kabupaten Katingan. 

DINAS / BAD AN 
4 

1 Sekretariat Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten Katingan. 

2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. 
3. Inspektorat Kabupaten Katingan. 

Satuan Palisi Pamong Praja 
4. Kabupaten Katingan. 
5. Dinas Kependudukan dan Catatan 

Sipil Kabupaten Katingan 

1. Dinas Pendidikan 
Katingan. 

2 . Dinas Kesehatan 
Katingan. 

Kabupaten 

Kabupaten 

INSTANSI VERTIKAL 
5 

1. Kejaksaan Negeri Katingan. 
2.Pengadilan Negeri Katingan 
3.Badan Pertanahan Nasional 

(BPN) Kabupaten Katingan. 
4 .Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Katingan. 

1. Kantor 
Agama 
Katingan. 

Kementerian 
Kabupaten 

2. Badan Narkotika Nasional 
Kabupaten Katingan. 

3. BPJS. 

KET 
6 



3. Staf Ahli Bupati 
Bidang 
Ekonomi, 
Keuangan dan 
Pembangunan. 

2. Bagian Perekonomian 
Sekretariat Daerah 
Kabupaten Katingan. 

3. Bagian Pemerintahan 
dan Otonomi Daerah 
Sekretariat Daerah 
Kabupaten Katingan. 

4 . Bagian Organisasi 
Sekretariat Daerah 
Kabupaten Katingan. 

5. Bagian Perpustakaan 
dan Arsip Sekretariat 
Daerah Kabupaten 
Katingan. 

6. Bagian Keuangan dan 
Tata Usaha Pimpinan 
Sekretariat Daerah 
Kabupaten Katingan 

3 . Dinas Kebudayaan, Pariwisata, 
Pemuda dan Olahraga Kabupaten 
Katingan. 

4. Din as Sosial Kabupaten Katingan. 
5. Dinas Transrnigrasi dan Tenaga 

Kerja Kabupaten Katingan. 
6. Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Kabupaten Katingan. 
7. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan 

Pelatihan Kabupaten Katingan. 
8 . Dinas Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak, 
Pengendalian Penduduk dan 
Keluarga Berencana Ka bu paten 
Katingan. 

9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat 
dan Desa Kabupaten Katingan. 

10. Rumah Sak.it Umum Daerah 
Kasongan. 

Dinas Komunikasi, Informatika, 
Persandian dan Statistik Kabupaten 
Katingan. 

1. Bagian Pembangunan I 1. 
dan lnfrastru.ktur 
Sekretariat Daerah 
Kabupaten Katingan. 2. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan 

Ruang dan Perhubungan Kabupaten 2 . Bagian Perekonomian 
Sekretariat Daerah 
Kabupaten Katingan. 

3. Bagian Sumber Daya 
Alam Sekretariat 

Katingan. 
3. Dinas Perumahan, 

Permukiman dan 
Kabupaten Katingan. 

Kawasan 
Pertanahan 

Daerah Kabupaten I 4. Dinas Koperasi, U saha Kecil 
Katingan. 

4. Bagian 
Pengadaan 
Sekretariat 

La.yanan 

Daerah 

Menengah, Perdagangan dan 
Perindustrian Kabupaten Katingan. 

5. Dinas Pertanian, Pangan dan 
Perikanan Ka bu paten Katingan. 

1. Badan Usaha 
Negara/Badan 
Milik Daerah. 

Milik 
Usaha 

2. Perbankan di Kabupaten 
Katingan. 



Kabupaten Katingan. 6. Dinas Linglrungan Hidup Kabupaten 
5. Bagian Keuangan dan Katingan. 

Tat.a Usaha Pimpinan 7. Dinas Penanaman Modal dan 
Sekretariat Daerah Pelayanan terpadu Satu Pintu 
Kabupaten Katingan. Kabupaten Katingan. 

6. Bagian Organisasi 8. Badan Perencanaan Pem bangunan, 
Sekretariat Daerah Penelitian dan Pengembangan 
Kabupaten Katingan. Kabupatejn Katingan. 

9 . Badan Pengelola Keuangan dan Aset 
Kabupaten Katingan. 

BUPATI KATINGAN, 



LAMPIRAN I1 PERATURAN BUPATI KATINGAN 
NOMOR 

NO. 

l 
1. 

TANGGAL 

JALUR KOORDINASI, HARMONISASI, SINKRONISASJ DAN KONSULTASI 
INSTANSI VERTIKAL/DINAS/BADAN/BAGIAN/BUMN/BUMD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KATlNGAN 

DENGAN ASISTEN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN 

ASISTEN BAGIAN DINAS/BADAN INSTANSI VERTIKAL 

2 3 4 5 
Asisten 1. Bagian Pemerintahan 1 Sekretariat Dewan Perwakilan 1. Badan Pertanahan Nasional 
Pemerintahan dan Otonomi Daerah Rakyat Daerah Kabupaten (BPN) Kabupaten Katingan. 
dan Sekretariat Daerah Katingan. 2. Komisi Pemilihan Umurn 
Kesejah teraan Kabupaten Katingan. 2. Dinas Pendidikan Kabupaten Kabupaten Katingan. 
Rakyat (Asisten I) 2. Bagian Kesejahteraan Katingan. 3. Kantor Kementerian Agam.a 

Rakyat dan 3. Dinas Kesehatan Kabupaten Kabupaten Katingan. 
Kemasyarakatan Katingan. 4. Badan Narkotika Nasional 
Sekretariat daerah 4. Dinas Pemberdayaan Ka bu paten Katingan. 
Kabupaten Katingan. Perempuan dan Perlindungan 5. BPJS. 

3 . Bagian Hukum Anak, Pengendalian Penduduk 
Sekretariat Daerah dan Keluarga Berencana 
Kabupaten Katingan. Kabupaten Katingan. 

4. Bagian Hum.as dan 5. Dinas Pemberdayaan 
lnfonnasi Sekretariat Masyarakat dan Desa 
Daerah Kabupaten Kabupaten Katingan. 
Katingan. 6. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, 

Pemuda dan Olahraga 
Kabupaten Katingan. 

KET 

6 



2. Asisten 
Perekonomian 
dan 
Pembangunan 
(Asisten ll) 

1. Bagian Pembangunan 
dan lnprastruktur 
Sekretariat Daerah 
Kabupaten Katingan. 

2. Bagi.an Perekonomian 
Sek:retariat Daerah 
Kabupaten Katingan. 

3. Bagian Sumber Daya 
Alam Ka bu paten 
Katingan. 

4. Bagian 
Pengadaan 
Daerah 
Katingan. 

Layanan 
Sekretariat 
Kabupaten 

7. Dinas Sosial Kabupaten 
Katingan 

8. Dinas Transmigrasi dan Tenaga 
Kerja Kabupaten Katingan. 

9. Dinas Kependudukan dan 
Catatan Sipil Ka bu paten 
Katingan. 

l 0. Sadan Kesatuan Bangsa dan 
Politik Kabupaten Katingan. 

11. Satuan Polisi Pamong Praja 
Kabupaten Katingan. 

12. Sadan Penanggulangan Bencana 
Daerah Kabupaten Katingan. 

13. Rumah Sa.kit Umum Daerah 
Mas Amsyar Kasongan. 

1. Dinas Pertanian, Pangan dan 
Perikanan Kabupaten Katingan. 

2. Dinas Koperasi, Usaha Kecil 
Menengah, Perdagangan dan 
Perindustrian Kabupaten 
Katingan. 

3. Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Kabupaten Katingan. 

4. Dinas Lingkungan Hidup 
Kabupaten Katingan. 

5 . Dinas Pekerjaan Umum, 
Penataan Ruang dan 
Perhubungan Ka bu paten 
Katingan. 

6. Dinas Perumahan, Kawasan 
Permukiman dan Pertanahan 

1. 

2. 

Badan Usaha Milik 
Negara/Sadan Usaha Milik 
Daerah. 
Perbankan di Kabupaten 
Katingan. 



3. Asisten 
Administrasi 
Umum (Asisten 
ITI) 

1. Bagian Organisasi 
Sekretariat Daerah 
Kabupaten Katingan. 

2. Bagian Umurn 
Sekretariat Daerah 
Kabupaten Katingan. 

3 . Bagian Perpustakaan 
dan Arsip Sekretariat 
Daerah Kabupaten 
Katingan. 

4. Bagi an Keuangan dan 
Tata Usaha Pimpinan 
Sekretariat Daerah 
Kabupaten Katingan. 

Kabupaten Katingan. 
7. Din as Komunikasi lnformatika, 

Persandian dan Statistik 
Kabupaten Katingan. 

8. Badan Perencanaan 

1. 

2. 
3 . 

Pembangunan, Penelitian dan 
Pengembangan Kabupaten 
Katingan. 

Badan Kepegawaian. Pendidikan 
dan Pelati.han Ka bu paten 
Katingan. 
Inspektorat 
Badan Pengelola Keuangan dan 
Aset Kabupaten Katingan. 

BUPATI KATINGAN, 


